
PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3.

4.

BUPATI LAMANDAU,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
telah ditetapkan dan diundangkan, maka perlu ditetapkan
peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahxm 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahxm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm 2008 Nomor
59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




























